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RINGKASAN
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November 2017, PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP TIDAK
DILAKSANAKANNYA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS SEBAGAI SYARAT BAGI
PENGUSAHA MENDAPATKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN, Lutfi Effendi, S.H.,
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Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi
administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas. Pilihan tema tersebut
dilatarbelakangi bahwa banyak pembangunan yang semakin berkembang yang tidak disertai
dengan pengurusan izin yang memadai. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk
mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan penerapan sanksi administratif dan kendala serta
upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Malang terkait
sanksi administratif tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1)
Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu
lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?,2)
Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya
analisis dampak lalu lintas sebagai syarat bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan
bangunan di Kota Malang? dan 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala dalam penerapan
sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas sebagai syarat
bagi pengusaha mendapatkan izin mendirikan bangunan di Kota Malang?

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik memperoleh data menggunakan wawancara
dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1)
penerapan sanksi administartif terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan analisis dampak
lalu lintas melalui teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin permanen
2)kendala dalam penerapan sanksi administrasi adalah kendala ekstern yaitu pengusaha telah

memperoleh izin terlebih dahulu dan kendala intern yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas

iv



Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. 3)Upaya yang dilakukan adalah peningkatan
koordinasi dan pembaruan peraturan daerah mengenai analisis dampak lalu lintas.

Kesimpulan dan saran yang diberikan penulis terhadap permasalahan diatas adalah
penerapan sanksi administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas yaitu
memberikan teguran tertulis hingga pencabutan izin. Saran yang diberikan terhadap segala
kendala tersebut adalah seharusnya peranan dinas perhubungan, kepolisian serta dinas
lingkungan hidup harus lebih aktif untuk mendukung pelaksanaan analisis dampak lalu lintas
yang dilakukan oleh pengusaha dan/atau pengembang.
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ABSTRAK
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RINGKASAN

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi
administratif terhadap tidak dilaksanakannya analisis dampak lalu lintas. Pilihan tema
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menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data
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Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu
: 1) penerapan sanksi administartif terhadap pengusaha yang tidak melaksanakan analisis
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yaitu pengusaha telah memperoleh izin terlebih dahulu dan kendala intern yaitu



kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. 3)Upaya
yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dan pembaruan peraturan daerah mengenai
analisis dampak lalu lintas.
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diberikan terhadap segala kendala tersebut adalah seharusnya peranan dinas perhubungan,
kepolisian serta dinas lingkungan hidup harus lebih aktif untuk mendukung pelaksanaan

analisis dampak lalu lintas yang dilakukan oleh pengusaha dan/atau pengembang.

Kata kunci : Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Tidak Dilaksanakannya
Analisis Dampak Lalu Lintas Sebagai Syarat Bagi Pengusaha Mendirikan
Bangunan
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SUMMARY

In this thesis, the author brought up the problem regarding to the implementation
of administrative sanctions against the non-implementation of traffic impact analysis. The
topic was selected because there is a lot of growing construction which is not
accompanied by proper permit arrangement. This thesis aims in describing, analyzing and
finding the implementation of administrative sanctions and the problems with any efforts
undertaken by the Integrated Service and Licensing Agency of Malang related to the
administrative sanctions.

Based on the problems, the author defines the problem sources, which are: 1)
How to implements the administrative sanctions against non implemented traffic impact
analysis as a requirement for entrepreneurs to obtain building permit in Malang, 2) What
are the problems in the implementation of administrative sanctions against non
implemented traffic impact analysis as a requirement for entrepreneurs to obtain building
permit in Malang? and 3) How are the efforts to overcome the problems in applying
administrative sanction to the non-implemented of traffic impact analysis as a
requirement for entrepreneurs to obtain building permit in Malang?

The paper used empirical juridical research method with sociological juridical
approach and the techniques used to obtain data is interviews and literature study. Then,
using descriptive analysis for data analysis technique.

For the results, the problem solutions are: 1) The implementation of
administrative sanctions against the entrepreneurs who do not carry out the traffic impact
analysis through written warning, temporary and permanent permit revocation 2) the
problems of implementating the administrative sanction are external problem which is
entrepreneur has already obtained permission and the internal problem which is lack of
coordination between Department of Communication and Environmental Agency. 3) The
efforts to overcome the problems are improving the coordination system and reforming
local regulatory on traffic impact analysis.

The conclusion given by the author in implementing administrative sanction to
the non-implemented traffic impact analysis is giving written warning to revocation of
permit. The suggestion given to all such problems is that the role of the Department of
Communication, police and environmental agency should be more active in supporting of
the implementation of traffic impact analysis which is conducted by the entrepreneurs and
/ or developers.

Keywords :Implementaton of Administrative Sanctions To Exemplary Traffic
Impact As A Requirement For Entrepreneur To Estabilish Building Permits.

Xi



	COVER.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	RINGKASAN.pdf
	Abstrak.pdf
	DAFTAR ISI.pdf

